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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum  anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan hak perlindungan anak dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku. Perlindungan khusus bagi anak korban diwujudkan melalui rehabilitasi, pendampingan hukum, perlindungan identitas, bantuan medis, dan kerahasiaan dalam proses peradilan.

Penegakan hukum terhadap  tindak pidana kekerasan seksual teerhadap anak dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual mencakup perlindungan hukum dari negara, lembaga terkait, dan keluarga, yang diatur dalam undang-undang seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, serta KUHP. Perlindungan ini mencakup pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, layanan kesehatan, rehabilitasi, serta pendampingan selama proses peradilan. Tujuannya adalah untuk menjamin hak dan kepentingan korban serta mencegah terulangnya kejahata
Saran

Perlindungan hukum terhadap anak hendaknya lebih luas yaitu ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.

Agar penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana kekerasan anak diberikan tindakan tegas dan hukuman yang maksimal sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Diharapkan pihak pemerintah melalui aparat penegak hukum bekerjasama dengan masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak mengingat anak merupakan tunas harapan bangsa.
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